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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG KONDISI OBJEKTIF KPU KOTA 

SERANG 

 

A. Gambaran Umum KPU Kota Serang 

 

Terbentuknya Provinsi Banten pada tahun 2000 sebagai provinsi yang 

mandiri dan terpisah dari Provinsi Jawa Barat meningkatkan keinginan 

masyarakat Banten untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini disebabkan 

oleh kemajuan dalam pembangunan, pertumbuhan populasi, perubahan 

dalam peta kultural dan sosiologis, serta perubahan dalam berbagai aspek 

lingkungan setrategis lainnya. Kota Serang adalah salah satu pemekaran yang 

direncanakan sejak awal berdirinya Provinsi Banten. Kota ini kemudian 

dijadikan ibu kota pemerintahan Provinsi Banten. 

Terbentuknya Kota Serang berlangsung dalam proses yang panjang. 

Berbagai studi kelayakan dan pemenuhan prasyarat baik secara hukum dan 

politik harus dilaksanakan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2007 tentang pembentukkan Kota Serang di Provinsi Banten, pada tanggal 10 

Agustus 2007 secara resmi menjadi titik awal terbentuknya wilayah otonom 

baru yaitu kota Serang. Kota ini kemudian terbagi menjadi 6 (enam) wilayah 

Kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan 
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Taktakan, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka dan Kecamatan 

Kasemen dengan luas wilayah 266,74 Km2.
24

 

Masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah lima tahun sejak 

pengambilan sumpah janji. Ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (9) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang 

menyatakan bahwa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota.
25

 

Peraturan KPU Nomor 7 Pasal 4 Tahun 2007 tentang Seleksi Anggota 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan berikut untuk menjadi anggota 

KPU: 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun 

untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga 

puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota 

                                                           
24 KPU Kota Serang, dikutip melalui https://kota-

serang.kpu.go.id/page/read/37/struktur-organisasi-sekretariat-kpu-kota-serang, diakses pada 

tanggal 27 Agustus 2023, 13.17 Wib  

 
25 Lihat dari Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Seleksi Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 10 ayat 9 

 

https://kota-serang.kpu.go.id/page/read/37/struktur-organisasi-sekretariat-kpu-kota-serang
https://kota-serang.kpu.go.id/page/read/37/struktur-organisasi-sekretariat-kpu-kota-serang
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c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka 

Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 

d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil; 

e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan 

Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian 

f. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU 

Provinsi, dan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat 

untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota 

g. Berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan bagi anggota 

KPU Provinsi, atau di wilayah daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan 

dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan 

narkotika 

i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 

5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon  

j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, 

dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat 

mendaftar sebagai calon 
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k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukumdan tidak berbadan hukum 

apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan  

l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak 

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 

m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat 

pernyataan 

n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, 

dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama 

masa keanggotaan apabila terpilih 

o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara 

Pemilu 

p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.26 

 

B. Letak Geografis KPU Kota Serang 

                                                           
26 Lihat dari Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Seleksi Anggota Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 4 
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang terletak Jln. Kh. Abdul 

Fatah Hasan No. 247 Kel Sumur Pecung, Kec Serang, Kota Serang, dengan 

kode pos 42118. 

 

 

C. Visi dan Misi 

1. Visi  

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara 

Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, 

transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Misi  

Adapun Misi yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Serang yaitu 

sebagai berikut : 

a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang 

memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam 

menyelenggarakan pemilihan umum 

b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta 
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Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab 

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang 

bersih, efisien dan efektif. 

d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum 

secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum 

secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi 

aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat 

Indonesia yang demokratis.27 

 

D. Tugas Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Serang 

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum, Pasal 10 menetapkan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi 

Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya. Tugas dan 

wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:  

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan 

jadwal di Kabupaten/Kota; 

                                                           
27 Website KPU Kota serang, dikutip melalui https://kota-

serang.kpu.go.id/page/read/37/struktur-organisasi-sekretariat-kpu-kota-serang, diakses pada 

27 Agustus 2023, 19.26 Wib 

https://kota-serang.kpu.go.id/page/read/37/struktur-organisasi-sekretariat-kpu-kota-serang
https://kota-serang.kpu.go.id/page/read/37/struktur-organisasi-sekretariat-kpu-kota-serang
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b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan  

c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya 

d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh 

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; 

e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi 

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 

Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih 

g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan 

membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara 

h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara 

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara 

hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK  
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i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan 

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, 

Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi 

j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan 

hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;  

k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap 

daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat 

berita acaranya;  

l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan 

oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;  

m. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan 

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan 

Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada 

masyarakat;  
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o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu; dan  

p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, 

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. 

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:  

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan 

jadwal di kabupaten/kota;  

b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;  

d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh 

PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;  

e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 

Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih;  

f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;  

g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil 
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rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara 

penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;  

h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan 

suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, 

Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;  

i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota 

atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;  

j. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan 

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 

Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang 

berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada 

masyarakat;  

l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan 

penyelenggaraan Pemilu; dan  

m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, 

KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan. 
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Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 

pemilihan bupati/walikota meliputi: 

 

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan 

bupati/walikota;  

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, 

dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan 

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;  

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan 

penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta 

pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;  

e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua 

tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan 

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;  

f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota;  

g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang 

disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data 
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pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan 

menetapkannya sebagai daftar pemilih;  

h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan 

gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;  

i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;  

j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara 

pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan 

suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;  

k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat 

penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta 

pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;  

l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil 

pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;  

m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita 

acaranya;  

n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU 

Provinsi;  

o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota 

atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;  

p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara 

anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan 
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pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan 

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan 

pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, 

dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU 

Kabupaten/Kota kepada masyarakat;  

r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan 

gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;  

s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan 

bupati/walikota;  

t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, 

bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

dan  

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.28 

                                                           
28 Lihat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, Pasal 10 
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Dalam melaksanakan tugas, tata kerja komisioner dan sekretariat 

KPU Kota Serang selain diatur oleh UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilu, juga diatur oleh Peraturan KPU antara lain: 

 

1) Tata Kerja Komisioner 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaiman telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010. 

2) Tata Kerja Sekretariat 

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaiman 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2008 

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 Tentang 

Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi 
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Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 Tentang 

Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaiman telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009.29 

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum, Pasal 10 huruf 4 menetapkan kewajiban Komisi Pemilihan Umum 

dalam melaksanakan tugas pokoknya, KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan 

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:  

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat 

waktu;  

b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil 

presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;  

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada 

masyarakat;  

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan;  

                                                           
29 Website KPU Kota Serang, diakses melalui https://kota-

serang.kpu.go.id/page/read/37/struktur-organisasi-sekretariat-kpu-kota-serang , Pada 27 

Agustus 2023, 20.37 WIB 

https://kota-serang.kpu.go.id/page/read/37/struktur-organisasi-sekretariat-kpu-kota-serang
https://kota-serang.kpu.go.id/page/read/37/struktur-organisasi-sekretariat-kpu-kota-serang
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e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan 

penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;  

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU 

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan 

pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;  

g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangundangan;  

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan 

Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya 

kepada Bawaslu;  

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan 

ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;  

j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat 

kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

rekapitulasi di kabupaten/kota;  

k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan  

l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi 

dan/atau peraturan perundang-undangan.30 

                                                           
30 Lihat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum, Pasal 10 huruf 4 
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E. Struktur Organisasi KPU Kota Serang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


